
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam 

kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. 

Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan 

pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk 

mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan 

taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang 

bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukan. Sebaliknya, 

pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan 

peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak 

peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai 

kebutuhan yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari atau 

untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan 

demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari 

kehidupan masyarakat saat ini.
1
 

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, kredit bukanlah merupakan 

sesuatu yang asing lagi. Bukan hanya di kota-kota besar saja istilah ini dikenal 

masyarakat, akan tetapi sampai di pelosok-pelosok desa, kata-kata kredit telah 

demikian popular. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credere” yang 

berarti kepercayaan (trust atau faith). Karena itu dasar dari kredit adalah 
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kepercayaan, dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada 

dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.
2
 

Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan 

dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berutang 

kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada kreditur nanti 

setelah jatuh tempo akan dibayar kembali. Sepintas lalu cara ini dapat 

dilakukan dengan mudah. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah 

karena kreditur juga memiliki prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan 

uangnya. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap calon debitur 

termasuk masalah kepercayaan pengembalian uang.
3
 

Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya dalam 

tulisan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Perbankan), menyatakan 

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada aspek 

ini, momentum yuridis yang melatarbelakangi hubungan hukum antara bank 

dan nasabah debitur adalah asas konsensualisme, yang tercermin dalam Pasal 

1320 Ayat (1) KUHPerdata, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat 

subjektif untuk melahirkan perjanjian, sedangkan uang atau yang dipersamakan 

dengan undang-undang itu merupakan objek perjanjian yang tidak boleh 
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bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum 

sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 Ayat (4) jo Pasal 1337 

KUHPerdata.
4
 

Dalam KUHPerdata buku III tentang perikatan, tidak tercantum istilah 

kredit, padahal dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit selalu diindentikkan 

dengan utang atau pinjaman berupa uang atau barang. Orang yang memperoleh 

kredit adalah orang yang mendapat kepercayaan dari orang lain atau bank yang 

telah memberikan pinjaman untuk jangka waktu tertentu, dan pihak yang 

meminjamkan akan mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati. Dalam praktik bisnis, pengembalian utang diikuti dengan bunga 

atau imbalan tertentu. Dengan demikian KUHPerdata buku III tentang 

perikatan dapat dikatakan menganut sifat terbuka. 

Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu 

bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa 

lainnya. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang paling 

utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan 

kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. 

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perbankan, menyatakan bahwa “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. Pengertian ini menggambarkan bahwa bank sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatannya menghimpun dana atau uang dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana atau uang kepada masyarakat 
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yang berupa pinjaman dana atau uang dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya berdasarkan prinsip bunga maupun berdasarkan prinsip syariah. 

Pada dasarnya bank juga dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa 

kredit yang disalurkan sudah memenuhi ketentuan perbankan terutama hal-hal 

yang menyangkut orang/badan dan agunan yang digunakan oleh orang/badan 

tersebut. Dalam menjalankan fungsinya di sektor penyaluran kredit kepada 

calon debitur, bank haruslah melaksanakan prinsip-prinsip dasar perkreditan 

atau asas prudentialitas antara lain memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki 

kesanggupan untuk melunasi hutangnya serta memegang teguh prinsip kehati-

hatian seperti yang terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan 

yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

Dalam perjanjian kredit, hubungan antara bank dengan nasabah pemohon 

atau penerima kredit harus mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, 

yakni perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1313 

KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang 

mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian 

lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang 

atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut 

memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada 



 

 

dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) 

yaitu nasabah dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut 

(kreditur) yaitu bank. 

Dengan adanya tujuan kegunaan kredit, maka masyarakat dapat 

menentukan sendiri, kredit apa yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi 

penyalahgunaan kredit yang beresiko tinggi untuk terjadinya kredit macet dan 

agar tercapainya tujuan penyaluran kredit.
5
 Selain bank yang berfungsi sebagai 

lembaga penyalur kredit, terdapat lembaga pembiayaan non-bank yang salah 

satu fungsinya adalah memberikan kredit kepada masyarakat baik itu jangka 

pendek atau jangka panjang. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang 

modal. Pada Pasal 1 Ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa lembaga 

keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang 

keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan 

jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat 

guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
6
Kebijakan dibidang 

pengembangan kegiatan Lembaga Pembiayaan diatur juga dalam Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal 
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mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi 

sektor jasa keuangan.
7
 

Lembaga keuangan bukan bank menurut Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor KEP-38/MK/IV/1972 adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan 

dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, 

menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, 

selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang 

membutuhkan pinjaman.
8
 Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan bidang usaha dari 

Lembaga Pembiayaan itu diantaranya adalah pembiayaan konsumen.
9
 Dasar 

hukum perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian diantara para 

pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda, yang mana perjanjian tersebut 

menjadi undang-undang bagi para pihak. Perjanjian ini tentunya dilakukan 

secara sah yang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila 

terpenuhi maka akan memberikan akibat hukum yang terikat dalam perjanjian 

dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka masing-masing. 

Pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek 

jaminan. Kemudian karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, 

maka dalam kegiatan pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak 

bisa steril dari unsur resiko. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam 

pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit 

bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa 
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kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari 

perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam 

bentuk fidusia), dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa 

menjual barang.
10

 

Eksistensi lembaga pembiayaan relatif masih baru jika dibandingkan 

dengan lembaga keuangan konvensional yaitu Bank. Istilah lembaga 

pembiayaan dari istilah bahasa Inggris yaitu Financing Institution. Lembaga 

pembiayaan ini usahanya menekankan pada fungsi pembiayaan, dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara 

langsung dari masyarakat.
11

 

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan 

fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui 

kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan 

Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga 

meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 

November Tahun 2000 dan sekaligus mengubah nama Perum PKK 

menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU). 

Perluasan sasaran dan lingkup usaha tersebut diwujudkan melalui kegiatan 

penjaminan kredit bank atau non bank, penjaminan atas pembiayaan sewa guna 

usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan pola bagi hasil, 

penjaminan atas pembelian barang secara angsuran, penjaminan atas transaksi 

kontrak jasa, pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil, bantuan manajemen 
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dan konsultasi, penerbitan surety bond dan kegiatan lain yang dapat menunjang 

tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 

tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan 

Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan 

Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut 

terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan 

pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi 

hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 

tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden 

tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 

Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan 

Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo 

wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. 

Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan 

Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan 

izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.
12

 

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan 

utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah 

satu persyaratan dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda yang 

menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan 
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bangunan dan dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan 

sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB).
13

 

Perjanjian kredit diikuti dengan jaminan-jaminan didalamnya. Jaminan 

yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa 

jaminan terhadap perjanjian kredit bank khususnya kredit konsumen. Jaminan 

ini terbagi dalam 3 macam yakni: 

a. Jaminan Utama 

b. Jaminan Pokok atau Jaminan Fidusia 

c. Jaminan Tambahan 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Kredit sangat dibutuhkan oleh banyak orang/badan dalam menata 

kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebutuhan akan kredit tidak hanya 
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dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu tetapi juga 

masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Aparatur Sipil 

Negara maupun karyawan yang bekerja pada perusahaan. 

Pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hanya bergantung pada gaji 

bulanan tidak jarang memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan lain 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumtifnya. Kredit bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumtif bagi para Aparatur Sipil Negara yang 

membutuhkannya dimana pelunasannya dilakukan dengan sistem pemotongan 

gaji oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana Aparatur Sipil 

Negara tersebut bertugas. 

Kredit yang akan disalurkan harus memenuhi beberapa syarat salah 

satunya harus adanya jaminan atau agunan. Agunan dapat berupa benda yang 

menurut hukum digolongkan sebagai barang yang tidak bergerak seperti tanah 

dan bangunan; berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang 

bergerak seperti kendaraan bermotor; agunan berupa surat-surat berharga 

maupun surat-surat yang didalamnya melekat hak tagih berupa Surat 

Keputusan Pensiun Aparatur Sipil Negara.
14

 

Jaminan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga 

yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan 

pengangkatan aparatur sipil negara (selanjutnya disebut SK ASN) atau berupa 

surat keputusan pensiun aparatur sipil negara, dan lain sebagainya. Walaupun 

SK ASN bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang 

mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan 
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yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima 

oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat 

pertentangan atas SK ASN yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan 

kredit mengingat SK ASN tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan 

kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi 

kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud. 

Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK ASN tidak termasuk dalam 

jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak 

istimewa (prevelege) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan 

(SK), Surat pensiun dan lain-lain.
15

 Sehingga dalam perkreditan di Indonesia 

SK ASN dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila terjadi wanprestasi, 

dalam hal ini terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dapat disebabkan 

antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh 

instansi terkait, berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya 

keanggotaan sebagai ASN, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena 

SK ASN bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa 

dieksekusi secara langsung. 

Adanya kredit macet tentu akan mempengaruhi pendapatan bagi bank baik 

terhadap perolehan bunga maupun biaya ekstra untuk menangani kredit macet 

tersebut bahkan bisa jadi pokok pinjaman yang diberikan tidak kembali 

sehingga bank dapat mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

bank dalam penyaluran kredit kepada masyarakat tidak luput dari berbagai 

permasalahan, diantaranya adalah kredit macet dimana nasabah tidak sanggup 
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membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah 

diperjanjikan. 

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/2005 tentang 

Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menyatakan bahwa “Dalam 

rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank akibat dari konsentrasi 

penyediaan dana untuk penyaluran kredit bank wajib menerapkan prinsip 

kehati-hatian”. Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian 

kredit pada bank diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang 

menyebutkan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. 

Guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan 

kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Bentuk penilaian 

tersebut dikenal dengan istilah 5C yang terdiri dari Character, Capital, 

Capacity, Collateral, Condition Of Economy.
16

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam perkreditan istilah 

jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad 

Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian 

Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan 

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut 
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Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah 

lembaga jaminan yang disebut jaminan fidusia.
17

 

Dengan demikian bank dituntut setiap waktu untuk memastikan bahwa 

agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis 

yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah disediakan dan mampu 

memberikan perlindungan yang memadai bagi bank yang bersangkutan. 

Pemberian kredit kepada Aparatur Sipil Negara dapat berpotensi menjadi 

kredit macet dan akan memberikan dampak negatif terhadap bank. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena pemberhentian 

dengan tidak hormat terhadap Aparatur Sipil Negara yang menggunkan 

fasilitas kredit konsumtif, sehingga memberikan peluang kepada debitur yang 

tidak bertanggung jawab untuk wanprestasi terhadap pelaksanaan 

kewajibannya sebagai debitur. Berdasarkan hasil prapenelitian yang telah 

penulis lakukan pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Jaminan Kredit Daerah 

(JAMKRIDA) Riau terdapat suatu permasalahan terkait dengan kasus 

penyelesaian kredit macet dengan jaminan surat keputusan aparatur sipil 

negara yang diberhentikan dengan tidak hormat.  

Pada tahun 2018 pada PT. Jamkrida Riau terdapat seorang ASN yang 

bekerja pada Dinas Perusahaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 

Kuantan Singingi melakukan pengajuan pinjaman kredit aneka guna pada PT. 

Bank Riau Kepri yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik 

pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang berkantor pusat di Kota 
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Pekanbaru. Namun pada tahun 2014 yang bersangkutan menghadapi 

permasalahan hukum tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap 

dan sudah menjalani masa hukuman kurungan badan. Kemudian pada tanggal 

11 Februari 2019 pengajuan klaim oknum ASN tersebut dikabulkan dan telah 

dicairkan oleh PT. Jamkrida Riau dan pada tanggal 31 Desember 2018 telah 

keluar SK pemberhentian dengan tidak hormat kepada oknum ASN tersebut.  

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis memilih PT. Jamkrida Riau 

sebagai objek penelitian dan kemudian menuangkannya dalam sebuah karya 

tulis yang berbentuk tesis dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet 

Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Diberhentikan Dengan Tidak 

Hormat (Studi Pada PT. Jamkrida Riau)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan jaminan kredit dengan penggunaan SK ASN yang 

telah diberhentikan dengan tidak hormat pada PT. Jamkrida Riau? 

2. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dengan jaminan SK ASN 

terhadap Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat 

tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan jaminan 

kredit dengan penggunaan SK ASN yang telah diberhentikan dengan 

tidak hormat pada PT. Jamkrida Riau. 



 

 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penyelesaian kredit 

macet dengan jaminan SK ASN terhadap Aparatur Sipil Negara yang 

diberhentikan dengan tidak hormat tersebut. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku 

perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan 

menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di lingkungan 

masyarakat. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis 

terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber 

pengetahuan baru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi pengetahuan mengenai penyelesaian kredit macet terhadap 

aparatur sipil negara yang diberhentikan dengan tidak hormat di PT. 

Jamkrida Riau. 

b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian dan dapat 

digunakan bagi semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat 

umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum. 

E. Keaslian Penulisan  

Penelitian mengenai penyelesaian kredit macet terhadap aparatur sipil 

negara  yang diberhentikan secara tidak hormat di PT. Jamkrida Riau, sampai 

saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah 



 

 

dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan 

tetapipada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti.  

Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah: 

1. Tesis dari Arjunaidi Amir, Program Pascasarjana Universitas Andalas 

Tahun 2018, dengan judul “perjanjian kredit rekening Koran dengan 

jaminan hak milik pihak ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Padang”, dan permasalahan yang di teliti : 

a) Bagaimana bentuk pengaturan perjanjian kredit rekening Koran dengan 

jaminan hak milik pihak ketiga pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Padang?  

b) Bagaimana akibat hukum dengan berakhirnya perjanjian kredit awal, 

dan apakah perlu pengikatan baru terhadap jaminan yang diberikan oleh 

debitur maupun pihak ketiga?  

2. Tesis dari Satri Taufik, Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 

2015, dengan judul “penyelesaian klaim asuransi agunan kredit nasabah 

pada Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang” dan 

permasalahan yang di teliti : 

a) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi agunan pada Bank 

Nagari Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang? 

b) Apa saja kendala dalam penyelesaian klaim asuransi agunan pada Bank 

Nagari Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang? 

F. Kerangka Teori Dan Konseptual  

1) Kerangka Teori 



 

 

Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus 

berkesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan 

adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji 

kebenarannya.
18

Kerangka teori merupakan masukan eksternal bagi 

peneliti yang dapat digunakan, sebagai kerangka pemikiran atau buku-

buku, pendapat tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang 

dijadikan sebagai bahan perbandingan, pegangan teoritis apakah disetujui 

atau tidak dengan pegangan teori. Diharapkan akan memberi wawasan 

bepikir untuk menemukan susuatu yang benar dengan tujuan penelitian.
19

 

Didalam penulisan ini karena mengangkat permasalahan mengenai 

perjanjian standar, maka teori yang akan dikemukakan adalah: 

 

 

a) Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan.
20

 Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, 

disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi 

setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam 

interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul 

dari mana dia berada.
21
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Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum 

dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain 

adalah: 

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan. 

2. Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun 

pelayanan hukum. 

3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan 

atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil 

suatu kepastian hukum. 

4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan 

5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan 

hakim.
22

 

Bachsan Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum 

mempunyai 3 (tiga) arti yaitu: pertama, pasti mengenai peraturan 

hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang 

abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan 

objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum 

administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya 

perbuatan sewenang- wenang (eigenrechting) dari pihak manapun 

juga tindakan pemerintah. 

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri 

(sicherkeit des Rechts selbst). Ada empat hal yang berhubungan 

dengan makna kepastian hukum yaitu:
23
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1. Bahwa hukum itu positif, artinya ia adalah perundang-

undangan. 

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu 

rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh 

hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Bahwa fakta itu 

harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga 

menghindari kekeliruan dalam pemaksaan disamping juga 

mudah dijalankan. 

3. Hukum positif ini tidak boleh sering diubah-ubah. 

Kepastian hukum itu juga dikemukakan oleh Utrecht, yang 

mana kepastian hukum memandang dua pengertian, yaitu pertama 

adanya aturan yang bersifat umum, membuat mengetahui perbuatan 

apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, 

berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh negara terhadap individu.
24

 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya 

yang hanya membuat suatu aturan hukum membuktikan bahwa 

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian saja.
25

 

b) Teori Perlindungan Hukum 
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Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli 

yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto 

Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.  

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari 

Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena 

dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum 

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia 

yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus 

melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat 

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
26

 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 
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masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 

oleh hukum.
27

 

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan.
28

 

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa 

hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif 

dan antipatif.
29

 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa 

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah 

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai 

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun 

dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 
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c) Teori Jaminan 

Menurut Hartono Hadi Soeprapto, jaminan adalah sesuatu 

yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan 

bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai 

dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
30

 

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang 

debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin 

kewajibannya dalam suatu perikatan, sehingga jaminan berfungsi 

untuk kepentingan kreditur, guna menjamin dananya melalui suatu 

perikatan yang bersifat accessoir dari perjanjian pokok (perjanjian 

kredit atau pembiayaan).
31

 

Subekti berpendapat, “kalau kita ingin mencari sistem hukum 

jaminan nasional, maka yang dimaksudkan adalah mencari 

kerangka dari seluruh perangkat peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional kita dikemudian 

hari”.
32

 

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum jaminan merupakan 

kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pemberian jaminan 

yang mengatur tentang hak dan kewajiban penerima dan pemberi 

jaminan yang berhubungan dengan harta kekayaan baik yang 

melekat pada orang (persoon) atau badan hukum (recht persoon) 
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selaku subjek hukum maupun yang berkaitan dengan hak-hak yang 

melekat pada suatu benda selaku objek hukum akibat dari peristiwa 

hukum hutang piutang yang selanjutnya dalam hukum di Indonesia 

pengaturannya terbagi atas dua sistem, yaitu sistem pengaturan 

hukum terbuka dan sistem pengaturan hukum tertutup. 

Sistem pengaturan hukum terbuka dapat ditemukan dalam 

hukum perjanjian yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. 

Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

Berbeda dengan sistem pengaturan hukum tertutup, Dimana 

pengaturan hukum hanya terbatas kepada apa yang telah diatur 

dalam undang-undang. Demikian halnya dengan pengaturan hukum 

tentang hukum jaminan yang pengaturan hukumnya dikenal dengan 

sistem tertutup sehingga orang tidak dapat mengadakan hak-hak 

jaminan baru selain apa yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. Sebenarnya hak perjanjian jaminan kebendaan maupun 

jaminan perorangan, keduanya timbul dari perjanjian, hanya karena 

dalam sistematika KUHPerdata dipisahkan letaknya maka seakan-

akan hanya jaminan kebendaan yang merupakan objek hukum 

perjanjian.
33
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Pendapat bahwa hukum jaminan merupakan bagian dari 

hukum benda juga terlihat dalam tulisan Subekti yang 

menerangkan bagaimana bentuk sistem mengenai hukum benda 

adalah bahwa hukum jaminan (kebendaan) harus mengikuti sistem 

yang digariskan oleh hukum benda itu. Memang perihal jaminan 

tempatnya adalah hukum benda.
34

 

M. Bahsan dalam bukunya yang berkaitan dengan kredit 

perbankan menerangkan bahwa terhadap suatu perjanjian utang 

piutang sering disertai dengan perjanjian pengikatan jaminan utang. 

Demikian pula dalam hal pemberian kredit selain dibuat perjanjian 

kreditnya, hendaknya segera pula diikuti dengan pembuatan 

perjanjian pengikatan objek jaminan kredit. Akan tetapi perlu 

diperhatikan bahwa dalam praktek perbankan tidak selamanya 

dibuat perjanjian pengikatan jaminan kredit yang berupa perjanjian 

terpisah sebagai perjanjian accessoir dengan berbagai 

pertimbangan dari pihak bank atau atas permintaan debitur yang 

disetujui oleh bank. Seringkali terjadi mengenai penyerahan 

jaminan disertai dengan tanda terima penerimaan jaminan kredit. 

Hal yang demikian tidak dapat disebut sebagai pengikatan jaminan 

kredit.
35

 

SK ASN memiliki fungsi sebagai berikut :
36
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1) Fungsi pertama adalah sebagai bukti otentik bahwa 

peminjam benar–benar telah bekerja sebagai seorang ASN 

dengan penghasilan tetap setiap bulan, yang dapat 

dipastikan yang bersangkutan dapat membayar kredit 

pinjaman yang diajukan. 

2) Fungsi kedua adalah SK ASN memiliki nilai berharga bagi 

pemiliknya, karena SK merupakan syarat utama untuk 

naik golongan dan kelengkapan untuk 

mengajukan pensiun nanti, tanpa ada SK tersebut ASN 

tidak bisa mengajukan kenaikan pangkat atau golongan 

dan tak dapat mengajukan pensiun. 

 

Dari kedua fungsi di atas menunjukkan bahwa SK ASN 

mempunyai hak istimewa (prevelege) dalam pengajuan kredit 

sebagai jaminan yang mana pada SK ASN tersebut memiliki nilai 

komersil. 

2) Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kumpulan berbagai teori yang 

dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan suatu gambaran 

atas suatu fenomena.
37

 Kerangka konseptual sehubungan penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penyelesian  
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian merupakan 

proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti 

seperti pemberesan, pemecahan).
38

 

b. Kredit  

Dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

 

c. Kredit Macet 

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak 

mampu membayar lunas kredit kepada bank tepat pada waktunya. 

Kredit macet merupakan sifat tertinggi dari kolektibilitas kredit 

perbankan bermasalah di Indonesia. Suatu kredit digolongkan 

sebagai kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong sebagai kredit 

kurang lancer, kredit diragukan dan kredit macet.Istilah kredit 

bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai 

terjemahan problem laon yang merupakan istilah yang sudah lazim 

digunakan didunia Internasional. Istilah dalam bahasa Inggris yang 
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bisa dipakai juga bagi kredit bermasalah adalah non performing 

loan.
39

 

d. Jaminan 

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan 

kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan 

pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi 

pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan 

kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan 

nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam 

perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang 

dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman. 

 

 

e. Aparatur Sipil Negara 

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil 

Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

f. Pemberhentian dengan tidak hormat 

Terdapat dalam Pasal 9 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak 

                                                             
39

Gatot Supramono, Op.cit, 2009, hlm 131. 



 

 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana 

penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena: 

a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau 

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

jabatan; atau 

b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

g. Lembaga Jaminan Kredit 

Lembaga Jaminan Kredit adalah perusahaan penjaminan kredit 

di Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Lembaga ini mengambil fokus bisnis penjaminan kredit pada Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).
40

 

G. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 

dan konstruksi, yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan 

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah : 

1. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalahyang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 

yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan 

dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan 
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dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum 

yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta 

yang terdapat dalam masyarakat mengenai penyelesaian kredit macet 

terhadap aparatur sipil negara yang diberhentikan dengan tidak hormat 

pada PT. Jamkrida Riau. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data 

tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di 

tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan 

sistematis tentang objek yang akan di teliti.
41

 

3. Populasi dan Teknik Penentuan Sample 

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yang 

termasuk dalam kategori nonpurposive sampling dalam arti, tidak 

memberikan kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi 

yang ada atau langsung yang di tentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, 

pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling tersebut dilakukan 

dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk 

pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan  hal tersebut, 

maka sampel penelitiannya yaitu penyelesaian kredit macet antara debitur 

dan PT. Bank Riau Kepri sebagai kreditur pada PT. Jamkrida Riau yang 

beralamat di Komplek Perkantoran Margahayu Jalan Jendral Sudirman 

No. 203 J Kota Pekanbaru. 
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4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 

langsung kelapangan (Field Reseacrh) untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan permasalah hukum yang diteliti. Data primer 

juga dikenal dengan data lapangan untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

2) Data Sekunder 

Yaitu data yang sudah diolah bisa dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan. Data Sekunder meliputi : 

a) Bahan Hukum Primer  

Yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-

undangan. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah : 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

(2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. 

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. 

(4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. 



 

 

(5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

(6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

(7) Peraturan Meteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang 

Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan 

Ulang Kredit. 

(8) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah 

Provinsi Riau. 

(9) Peraturan Bank Indonesia. 

(10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

b) Bahan Hukum Sekunder   

Yaitu terdiri dari bahan hukum yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, 

memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain:  

(1) Buku-buku  

(2) Artikel-artikel 

(3) Jurnal-jurnal 

Baik data primer ataupun data sekunder tersebut diharapkan 

dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian secara 

tepat dan benar. 

c) Bahan hukum tersier 



 

 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

primer dan bahan hukum sekunder.
42

 Dalam penelitian ini, 

bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Kamus Hukum danEnsiklopedia. 

b. Sumber Data 

1) Penelitian Lapangan (Field Research) 

yakni penelitian dengan langsung menuju kelapangan untuk 

mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis 

angkat maka penelitian dilakukan pada PT. Jamkrida Riau. 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang 

ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan 

peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di: 

a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas 

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas 

c) Literatur koleksi pribadi 

d) Situs-situs Hukum dari Internet 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.
43

 

b. Wawancara 
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Merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan 

pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti.
44

 

Wawancara yang saya gunakan disini adalah wawancara bebas (free 

interview), yaitu wawancara yang tidak berpusat. artinya, 

pertanyaannya tidak bepusat pada satu permasalahan pokok, pokok 

pertanyaannya dapat beralih-alih dari satu pokok permasalahan ke 

pokok permasalahan yang lain. Akibatnya, data yang terkumpul dapat 

beraneka ragam dan jenis sifatnya.
45

 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka 

tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yaitu dengan 

cara sebagai berikut: 

1) Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih 

dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh 

tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung 

pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.
46

 

2) Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan coding. 

Coding yaitu pemilahan atau klarifikasi data-data yang sesuai 

dengan yang ditetapkan.
47

 Proses ini diperoleh untuk 

mengetahui bahwa apakah data-data yag diperoleh sebelumnya 
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sudah layak untuk ke proses berikutnya. Teknik coding adalah 

proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban menurut kriteria 

yang diterapkan. 

7. Analisis Data 

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta 

yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan 

dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Perdata. 

Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-

angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para 

pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk 

kalimat-kalimat. 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk memahami materi yang dibahas dalam tesis ini, maka penulis 

menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan mengelompokkannya kedalam 

4 (empat) bab, sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan 

kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Antara lain tinjauan umum tentang 

penyelesaian kredit macet terhadap aparatur sipil negara 



 

 

yang diberhentikan dengan tidak hormat pada PT. 

Jamkrida Riau. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian 

dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah. 

Diantaranya mengenai bagaimana kedudukan jaminan 

kredit dengan penggunaan SK ASN terhadap Aparatur 

Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat pada 

PT. Jamkrida Riau, bagaimanakah penyelesaian kredit 

macet dengan jaminan SK ASN terhadap Aparatur Sipil 

Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut. 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang 

telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang 

merupakan jawaban dari perumusan masalah. 

 

 


